GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNU: SULAWESI TENGGARA
NOMOR /4 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 133

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Pasal 121

ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara Nomor 8 Tahun 2008

Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan

Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu adanya

pengaturan mengenai tatacara pemberian

pertanggungjawaban bantuan keuangan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan

mendorong aktivitas masyarakat agar berperan aktif

dalam pembangunan dan menopang kualitas

fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta

mengatasi kesenjangan fiskal, membantu

pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten/kota,

khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara maka

dipandang perlu adanya pemberian bantuan

keuangan ;



Mengingat

1.

bahwa untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam
pengalokasian anggaran bantuan keuangan, perlu
mengatur mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43593);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah  Provinsi Sulawesi  Tenggara
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2008 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA

CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

SR D

10.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota se- Sulawesi Tenggara
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Sulawesi Tenggara.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut
Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara

Umum Daerah.
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18.

19,

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat BPKD
merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala
SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari
rencana kerja SKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan
dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tingkat Pemerintah
Provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah
Provinsi dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.



20.

21.

P2

23.

24.

25.

26.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah
dokumen pelaksanaan perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dialokasikan
pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Wilayah adalah wilayah administratif Sulawesi Tenggara yang terdiri
dari wilayah kabupaten, kota, dan desa.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
Tim verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang
bertugas untuk memverifikasi bantuan keuangan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.

C.

e

sifat bantuan keuangan,
perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan,;
pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan

pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan.
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(1).

2).

(3).
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BAB III
SIFAT BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bersifat umum dan
bersifat khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan
dan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD adalah bantuan
keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diubah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 4

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) peruntukkan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan

pemerintahan kabupaten/kota yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan atas dasar kemampuan

keuangan Pemerintah Daerah, dengan tujuan:

a.

menjadi stimulan dan diharapkan tidak berulang sehingga setelah
menerima bantuan, penerima bantuan dapat melanjutkan sesuai
dengan kemampuannya.

mendukung kebijakan program Nasional dan kebijakan program

Provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten /kota.



(1).

(2).

(3).

(1).

Pasal 6

TAPD melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan
anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota.

Anggaran bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diuraikan
secara rinci nama penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek
penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
Anggaran bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam

rancangan APBD dan/atau rancangan Perubahan APBD.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Perencanaan Dan Penganggaran
Paragraf 1
Pengajuan Pemberian Bantuan Keuangan
Pasal 7

Untuk mendapatkan bantuan keuangan maka Bupati/Walikota
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur baik yang
bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Permohonan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat tentang:

a. maksud dan tujuan;

b. kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;

c. jumlah anggaran yang di butuhkan; dan

d. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Verifikasi dan Alokasi Anggaran
Pasal 8

Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur memberikan
disposisi kepada TAPD untuk melakukan verifikasi terhadap
bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
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TAPD melakukan verifikasi terhadap pemberian bantuan keuangan
kabupaten/kota.
TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk
melakukan verifikasi.
Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah
kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Dan Penatausahaan
Pasal 9
Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bersifat umum maupun bersifat khusus dicantumkan dalam
DPA/DPPA-SKPKD dan dananya telah tersedia sesual kemampuan
keuangan daerah pada tahun berkenaan.
Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersifat
umum maupun bersifat khusus dapat dicairkan setelah disetujui
oleh Gubernur serta dilengkapi dengan dokumen, yang terdiri dari :
a. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup; dan
b. Surat Kuasa Transfer Dana rangkap 4 (empat) bermeterai
cukup.
c. hasil verifikasi yang telah ditandatangani oleh TAPD
Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
dapat diberikan secara bertahap sesuai kemampuan Kkeuangan
daerah.

Pasal 10

Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat

khusus kepada pemerintah kabupaten/kota menggunakan mekanisme

pembayaran langsung (LS) dengan mentransfer dana dari rekening kas

umum daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada rekening kas umum

daerah pemerintah kabupaten/kota.

(1).

Pasal 11

Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat
khusus wajib menggunakan dana bantuan keuangan dimaksud
untuk tujuan dan/ atau program/kegiatan sebagaimana yang
tercantum pada permohonan pengajuan pemberian bantuan

keuangan yang telah disetujui.
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Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bersifat
khusus wajib berusaha secara optimal untuk mendapatkan hasil-
hasil yang telah dicantumkan pada permohonan pengajuan

pemberian bantuan keuangan yang telah disetujui.
Pasal 12

Pemerintah kabupaten/kota wajib menganggarkan bantuan
keuangan yang dimohonkannya/ diterimanya dalam APBD dan/atau
perubahan APBD kabupaten/kota tahun berkenaan.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota mendahului penetapan
APBD Provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD
kabupaten/kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Penjabaran APBD
kabupaten/kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang
selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD kabupaten/kota.

Dalam hal bantuan keuangan diterima setelah penetapan perubahan
APBD kabupaten/kota, maka bantuan keuangan tersebut ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan yang
bersifat umum maupun bersifat khusus menyampaikan laporan
penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui SKPKD.
Pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan keuangan yang
bersifat umum maupun bersifat khusus bertanggungjawab secara
formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang
diterimanya.

Pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan keuangan yang
bersifat umum maupun bersifat khusus oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, sekurang- kurangnya meliputi :
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a. Laporan penggunaan bantuan keuangan; dan

b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
bantuan keuangan yang diterima telah dilaksanakan/
digunakan sesuai yang diusulkan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu)

bulan setelah pelaksanakan program/kegiatan berakhir dan/atau

selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir tahun anggaran

berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan

dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek

pemeriksaan.

Format pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan

Gubernur ini.

BAB V
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pengendalian dan
pengawasan berupa monitoring, evaluasi dan pemantauan atas
pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang
dananya bersumber dari APBD.

Pemerintah Daerah secara periodik dan/atau sewaktu-waktu dapat
melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Pengajuan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
setelah APBD Provinsi ditetapkan, dapat direalisasikan sesuai
kemampuan keuangan daerah.

Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan bantuan yang
diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan
pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang- undangan.
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Pasal 16

(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur
dengan Keputusan Gubernur.

(2). Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam rangka penganggaran, pelaksanaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Fas —-

| PARAF KOORDINAST

i -

Nama Jabatan Para{

—

moT A 2015

"I H s4emu AL, SE,MS A<S - , pada tangg
SI TENGGARA,

- ’
| .1 . GUBERNUR S
T o s | o |6

=
1

I |

: 4
| | NUR ALAM
—AT AuRanl B.SY iP‘-“"“"‘” H“‘“4A1
Diundangkan di Kendari
pada tanggal ..23- /2.7 2015
SEKRETARIS DAERAH
PRO I A I TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS,
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR

éi.
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR .6l TAHUN 2015
TANGGAL  72-#-TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUIDIL ... . oot s s sin s v e A sa B s GRS 5 s s haiatwinss e XX
KATA PENGANTAR .....oiosonsmosnissscsrits syss s s dasnsyeas o snsnmnons XX
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB .......ccooiiiiiiiininins XX
DARTAR TSI ol ot v dsm stussiamsssmmabus avesnsnm s fion negog s gns s
BABI PENDAHULUAN .. .citiiieiieiereniiiriiinrrisinnesseneeseissassnas XX
A. Latar Belakang Masalah ..........cooooeiininiiniiiiiinnn XX
B. Maksud dan Tujuan ........coeeeivenennie. XX
C. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan ................... XX
D. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan ..............c.......... XX
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ..................coeiiines XX
F. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan .............. XX
G. Sumbeér PEndanaan ... dervsessssesasssorscsssunssasansuners XX
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN ................0 XX
A. Uraian tentang Hasil Kegiatan yang bersumber dari
EREYDVIETY .Joerctsines conamansma s o ris s et s A i i st A XX
B. Kendala dan permasalahan yang terjadi ................ XX
C. Foto Asli Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan
(TROF6). ssssseemmonsesvosovsosisnunapescinnnssvenbnmmy cnnmnssiens 4583585 XX
D. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah
dIigunakan .....c.oeeereennitiisiiinerinnneseatosieiieiosissssnenes XX
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi
Bangunan sesuai usulan bantuan ...................... %X

BAB III PENUTUP

................................................................... XX
A. SIMPUIAN ..cooniiieiiiiiiiiirriereanereerasiriisriess s sase XX
Bl SATATY oot s e ot e e e T b R S S R S e b s XX
LAMPIRAN .. coononmmssmmmsinnane snsvsmmnnnsssSis sa a8 a0 gLieEavsss srsusemnsnsnaneunss XX

1. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku
Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.
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2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama
Alamat

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi
tujuan transparansi dan akuntabilitas dana bantuan keuangan :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas
penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

2. Telah menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana
usulan yang telah disetujui.

3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-
undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan

<nama lengkap>
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BUKTI-BUKTI PENGELUARAN YANG LENGKAP DAN SAH

Lampiran seluruh Kuitansi Asli dan Sah
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4. RINCIAN ANGGARAN BIAYA KEGIATAN YANG TELAH DIGUNAKAN

NO.

URAIAN
KEGIATAN/PENGGUN
AAN

JUMLAH (Rp)

KET.

JUMLAH

Nama Kota, tanggal,

Bulan, tahun

Penerima bantuan keuangan

Nama lengkap
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5. CONTOH SURAT KUASA TRANSFER DANA

BUPATI/WALIKOTA ........c.oeun.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap

......................................................

B8 17 7y 1) (R S St S R SO S0 ot A all e sl S e e oo R
Jabatan BU PRTI/WALIEOTA . voouvsasusen
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kabupate /BKota L assiesieivesssnerseess

Alamat

............................

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh
Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Ordonateur untuk
memindahbukukan dana dari SPMU atas nama kami ke dalam rekening
sebagai berikut :

Nama Bank : BANK BPD SULTRA CABANG
Nomor Rekening

Nama Nasabah = = === iiririeiiiiiessssnsneases
Sejumlah g ey

........................................................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Yang Memberi Kuasa,

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DESA

<nama lengkap>
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6. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BERITA ACARA
NOMOR :
TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA
PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
KAB./KOTA UNTUK PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN .............

Pada hari mni ........... tanggal e bulan = oeen tahun
............................... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1. <namalengkap> <jabatanstruktural> 1.
<jabatan dalam tim>
2. <namalengkap> <jabatanstruktural> 2.
<jabatan dalam tim>
3. <namalengkap> <jabatanstruktural> 3
<jabatan dalam tim>
4. <nama lengkap> <jabatan struktural> 4.
<jabatan dalam tim>
5. <nama lengkap> <jabatan struktural> 5.
<jabatan dalam tim>
6. <nama lengkap> <jabatan struktural> 6.
<jabatan dalam tim>
7. <nama lengkap> <jabatan struktural> 7.
<jabatan dalam tim>
8. <nama lengkap> <jabatan struktural> 8.
<jabatan dalam tim>
9. <nama lengkap> <jabatan struktural> 9.
<jabatan dalam tim>
10. <nama lengkap> <jabatan struktural>  10.

11.

<jabatan dalam tim>
<nama lengkap>
<jabatan dalam tim>

<jabatan struktural>

11.

MENYATAKAN BAHWA :

Pada Bab IV Bagian Kesatu Paragraf 2 Verifikasi dan Alokasi Anggaran
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor  Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tim verifikasi TAPD Provinsi Sulawesi
Tenggara telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal
serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
<jabatan dalam tim>

<nama lengkap>
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7. CONTOH PAKTA INTEGRITAS
PAKTA - INTEGRITAS

Komitmen Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara kepada Pemerintah Desa dalam rangka

Pada hari ini ......... 17-1 6T | PO 5 £ B #1150 (RS ARNERERRS O ,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NEIE 7 aosanssisersnsnssssmsxasansmnmessshnssdaes naine A haia SV gy ss s wavaanons nuess
JEDBERTL. | 7 o o ivessisiensamas s s vnsihon s s R R 08 D B AR S SRS S AN S R PR AN
Alamat

....................................................................................

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima
bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kegiatan

..................................................................................................................

akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan
bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.

2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan
di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika
diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang
berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di
dalam kewenangan saya.

4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara
tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis
kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas
pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini,saya
bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan

ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NUR ALAM



